MENTER! LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHU !ANAN B

‘ REPUBLH’ INDON ESIA

PERA'I‘URAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN a

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P. 83/MENLHK/SETJEN /KUM 1 / 10/2016

_ TENTANG
PERHUTANAN SOSIAL

. DENGAN RAHMAT TUHAN_YANG MAHA ESA

~ MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang R

. _bahwé._ untuk met;gprangi kemiskinan, penggangguran.
" dan ketimpangan’ pengelolaén /perhanfaatan kawaéan “
- huta_n maka dlperlukan keglatan Perhutanan Sosial
‘_melalul upaya. pembenan akses legal kepada masyarakat‘-
i setempat berupa pengelolaan Hutan Desa, Izm Usaha.
o Hutan - Kemasyarakatan, | Hutan Tanaman - Rakyat,
g ‘.Kemltraan Kehutanan atau pengakuan dan perlmdungan o
o ,masyarakat hukum adat untuk kesejahteraan‘ -
| jmasyarakat dan kelestanan sumber daya hutan, ' v
,;;vbahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah - Nomor 6
~ Tahun 2007 tentang . Tata Hutan dan Penyusunanf
-'Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan
'sebagalmana telah dlubah dengan Peraturan Pemerintah
- Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan
.Pemermtah Nomor 6 Tahun 2007 tentang ’l‘ata Hutan -
' .dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta
S Pemanfaatan Hutan ‘telah’ dltetapkan Peraturan Mentenv -
Kehutanan Nomor ‘P. 55/ Menhut—II/ 2011 tentang _Tata
"Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan .

‘.Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan



. Mengingat -

Tanaman sebagaimana telah diubah ‘dengan Peraturan

Menteri Kehutanan Nomor P.31/Menhut-11/2013 tentang-

Peruvbavhan _atas Peraturan Me‘ntélji Kehutanan : Nomor" L

- P.55/Menhut-II/2011 vtentahg Tata Cai'a Permohonan -

Izin Usaha.'Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan
Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman, Peraturan

Menteri Kehutanan Nomor P.88/Menhut-11/2014 tentang

 Hutan Kemasyarakatan, Peraturan Menteri Kehutanan
Nomor P.89/Menhut-1[/2014 tentang Hutan Desa, dan
"Peréturan" Menteri Kehutanan ' Nomor P. 39/ Menhthf R

11/2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Setempatv

Melalu1 Kemitraan Kehutanan;
bahwa dalam rangka penyederhanaan pembenan akses»
kepada masyarakat dalam perhutanan sosial, perlu -

dilakukan pényerripurnaan pengaturari’ sebagaimana |

‘ | dlmaksud dalam huruf b

.~ bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana :

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

rnenetapkan Peraturan Menteri Llngkungan ‘Hidup dan

| Kehutanan tentang Perhutanan Sosml

. ‘Undang—Undang Nomor 5 Tahun 11990 tentang .
Konserva31 ‘Sumber Daya Alam Hayatl dan Ek031stemnya

’(Lembaran Negara Repubhk Indone31a Tahun 1990 -

Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Repubhk i
Indonesia Nomor 3419); |

Undang-Undang Nomor 41 Tahun ,_199.9 tentang - |

‘Kehutanan (Lembaran Negara Republik Ihdonesia-Tahun -
1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik
- Indone31a Nomor 3888) sebagalmana telah diubah =

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantl Undan_gj

Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999‘ téntang_‘_ ,

v »Kehutanan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun . e
2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Repubhk e
Indonesia Nomor 4412); e



Undang-Undang Ndrhor 32 Tahun 2009 tentang
Perhndungan dan Pengelolaan Llngkungan Hldup
E (Lembaran Negara Repubhk Indone51a Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubhk»v

Indones1a Nomor '5039);

,Undang—Undang Nomor .6 Tahun 2014 tentang Desa; |

(Lembaran Negara ‘Republik Indonesia Tahun, 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5_495) ; | _ |

Undang-Undang Nolm‘orv V23 Tahun 2014 tentang
‘Pemerintahan Daerah' (Lembaran Negara Repubhk. :

Indone81a Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran B

- ~ Negara Repubhk Indone31a Nomor 5587) sebagalmana v
R telah dlubah beberapa kah, terakhu' dengan Undang- '
; Undang, ‘Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan chua

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
»jIPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk |
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
| " Negara Republik Indone81a Nomor 5679), o o
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang

5 *Konserva31 Tanah dan Air (Lembaran Negara Repubhk'_ N

" Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran-
Negara Republik Indonesia Nomor 5608),
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 -tentajflg Tata
Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan ‘Hutan, :
serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik
. Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran
, ‘Negara Repubhk Indonesm ‘Nomor 4696) sebagalmana
_;',telah diubah dengan Peraturan Pemermtah Nomor 3‘ :
 Tahun 2008 tentang Perubahan atas | Peraturan .
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan
.dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta

Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Repubhk |

,Indone31a Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran- o

‘ Negara Republik Indone31a Nomor 4818),



Menetapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010° tentang
o Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Lembaran Negara}.“. .

v Repubhk Indonesia Tahun 2010 Nomor 124);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang

' Pengelolaan Kawasan Suaka ~Alam .‘dan. Kawasan_v S

Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia -

Tahun 2011 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara .

~ Republik Indonesia ‘Nomor 1 9217) sebagalmana telah‘

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun L

2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemenntah'

‘Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan_

Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran

Vi '-Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 330'

11.

Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor'

5798 |
) ‘101.5 Peraturan Presiden Nomer 16 - Tahun 2015 tentangf‘ |
'Kementerian L1ngkungan 'Hidup dan. Kehutanan o

'(Lembaran Negara Repubhk Indonema Tahun 2015 - ‘

Nomor 17), | .
Peraturan Menten Kehutanan Nomor P.85/ Menhut—;'

11/2014 tentang Tata Cara Kerja Sama pada KaWaSan

. Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam "(Berita
o N‘egara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1446);
12.

Peraturan Menteri ngkungan Hldup dan Kehutanan

L Nomor P 18/ Menlhk—Set_]en/ 2015 tcntang Organlsa81 dan

Tata Kerja Kementerian ngkungan Hidup dan

Kehutanan (Berita Negara Repubhk Indonesm Tahun ’.

2015 Nomor 713);

13,

Peraturan Menteri Llngkungan Hldup dan Kehutanan'

‘Nomor P.32/Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak -
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

1025);

MEMUTUSKAN

: PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP  DAN
'KEHUTANAN TENTANG PERHUTANAN SOSIAL. '



BAB I
'KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

. Pengertian

| Pasal 1

Dalam Peraturan Menten ini yang dlmaksud dengan

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan

’ .'lestarl yang dllaksanakan dalam kawasan hutan negara

. atau hutan hak/hutan adat yang dllaksanakan oleh

masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat .

v ':.sevbagal.,‘ pelaku utama untuk memngkatkan :
: keS'éjaht'eraannya,_ keseimbangan lingkungan  dan

dinamika sosial budaya - dalam bentuk Hutan Desa,

Hutan Kemasyarakatan, Hutan 'Ta‘nama‘n Rakyat,"Huta'n
Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan. | -
Hutan Desa yang selanjuthya disingkat HD adalah hutan :

. negara yang dik_el_ola;olvehkdesa da'n_v dimanfaat'kénr untuk

o kesejahteraan'desa _
Hutan Kemasyarakatan - yang selanjutnya d1smgkat

o 'dengan ‘HKm adalah hutan‘ negara yang pemanfaatan‘ N

utamanya dltu_]ukan untuk memberdayakan masyarakat

Hutan Tanaman Rakyat yang selanJutnya dlslngkat HTR~

'adalah ‘hutan . tanaman pada hutan produk31 yang“

dlbangun oleh kelompok masyarakat untuk

o ‘menmgkatkan poten81 dan kuahtas “hutan’ produks;,‘_

dengan menerapkan sﬂv1kultur dalam rangka menjamin

kelestarian sumber daya hutan.

‘Hak Pengelolaan Hutan Desa yang selanjutnya dlslngkat'

HPHD adalah hak pengelolaan pada kawasan hutan -
lindung atau hutan produk31 yang dlbenkan kepada |

- lembaga desa.



Izin Usaha Pemanfaatan HKm yang ‘selanjutnya disingkat
IUPHKm, adalah izin usaha yang diberikan kepada‘

kelompok atau gabungan kelompok masyarakat setempat >

B untuk memanfaatkan hutan pada kawasan hutan f i

hndung dan atau kawasan hutan produksa : N
Izm Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan

Tanaman Rakyat yang selanjutnya dlslngkat IUPHHK-
HTR adalah izin usaha untuk memanfaatkan hasﬂ hutan

berupa kayu dan hasil hutan. 1kutannya pada hutan o

produksi yang d1ber1kan kepada kelompok masyarakat :

- atau }pervorangan dengan menerapkan teknik budidaya

tanaman yang sesuai tapaknya untuk menjamm -

kelestarian sumber daya hutan.

Pemanfaatan ‘Hutan adalah keglatan untuk.

vmemanfaatkan kawasan hutan dalam bentuk hasﬂ hutan

kayu dan bukan kayu melalui pemblbltan, penanaman,

| »‘pemehharaan pemanenan pengolahan dan’ pemasaran:-

berdasarkan_ asas kelestarlan hutan, “sosial dan

lingkungan Adan/ atau dalam bentuk pemanfaatan jasa
lingkungan melalui antara lain jasa ekowisata jasa ta'tav

air, jasa keanekaragaman hayat1 Jasa penyerapan / o

penylmpanan karbon.

Kemitraan - Kehutanan adalah ker_]a sama antara

- masyarakat setempat dengan pengelola hutan, pemegang

izin usaha pcmanfaatan hutan/jasa hutan, izin pinjam '

pakai kawasan hutan, atau pemegang izin usaha industri

- primer hasil hutan.

10.

11.

12.

Mitra Konservasi adalah ‘masyarakat yang t1ngga1 di

sek1tar _kawasa_n konservasi dan menJad1 peserta”

" kemitraan kéhutanan kbnservasi” sebagai béntuk 'kefja-” o

sama pemberdayaan masyarakat d1 kawasan konserva31

Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang - 2

dibebani hak atas tanah. -
Hutan Adat adalah hutan yang berada d1 dalam Wllayah .

masyarakat hukum adat..
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14.

. Lembaga Pengelola Hutan Desa yang selanjutnya dlsebut,
,Lembaga Desa adalah lembaga kemasyarakatan desa

yang bertugas untuk mengelola Hutan Desa.

~Masyarakat Setempat adalah kesatuan sosial ‘yang terdiri | |

dari warga Negara Republik Indone31a yang tlnggal di

- sekitar kawasan hutan d1bukt1kan dengan Kartu Tanda' .

Penduduk atau yang bermuklm di dalam kawasan hutan . |

Negara dlbuktlkan dengan memiliki komunltas sosml

o berupa riwayat penggarapan kawasan hutan dan

15.

16.

17.
18'

bergantung pada hutan serta akt1v1tasnya dapat

,berpengaruh terhadap ekosistem hutan.

Kelompok Masyarakat Setempat adalah kumpulan dar1 |

sejumlah individu baik - perempuan dan lak1 lak1 yang -

A 'vberasal dari. masyarakat setempat : .
‘Peta Indikatif Areal Perhutanan Somal yang selan_]utnya
'd1smgkat PIAPS adalah peta yang memuat areal kawasan :

"hutan negara yang dlcadangkan unt:uk perhutanan' o

sosial.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi dan-

L kabupaten /kota.

19,

- 20.

- 21.

Menten " adalah menten yang dlserahl tugas dan

; bertanggung Jawab di bldang hngkungan h1dup dan '

| 'kehutanan ’

Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jendera.l pada

_Kementenan Llngkungan Hidup dan Kehutanan :

Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang

‘membidangi Perhutanan = Sosial = dan  Kemitraan

| ’ Llngkungan

22.

23.

Kepala Dinas adalah kepala dmas provmsx yang

membidangi kehutanan.

'Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya dlsmgkat UP’I‘
- adalah Unit Pelaksana ‘Teknis yang membidangi
vPerhutanan Sosml dan Kemitraan Llngkungan atau UPT
yang d1tugas1 oleh Direktur Jenderal untuk rnenangam

.perhutanan sosial.



24. Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial ‘yang

(1)

)

b
- C.
d

o

L.

selanjutnya disingkat Pokja PPS adalah kelompok ker;]a :

yang membantu fasilitasi dan verifikasi kegiatan

percepatan perhutanan sosial.

Bagian Kedua
‘Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Menterl ini dlmaksudkan untuk memberlkan

pedoman pemberlan hak 'pengelolaan penzman,‘

kemltraan dan Hutan Adat d1 bxdang Perhutanan 80818.1

Peraturan Menterl ini bertujuan untuk menyelesalkan- o

permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat

setempat dan masyarakat hukum a,davtAyavngv berada di - |

dalam atau di sekitar kawasan hutan dalam rangka

kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan.

Bagian Ketiga A
Prinsip Perhutar‘lan'S‘osial‘ -

Pasal 3 .
vPengelolaaan Perhutanan Sosml d_engan memperhatikan,
ipnns1p | | v' o L
‘a.  keadilan;

. keberlanjutan,
kepastian hukum;
partisipatif; dan

bertanggung gugat.

. Bagiai'ri Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 4

: Ruang hngkup peraturan ini meliputi:

~ hutan desa;



o e T

(1)

@

A}j @ .

' -memasukkan

e

hutan kemasyérakatan;

: vhutafn tanamanrrakyat;, :

kemitraan kehutanan; dan
hutan adat.

_ S Pasal5 Ll
Pemberian HPHD, IUPHKm dan IUPHHK-HTR

--berdasarkan PIAPS.

PIAPS sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dltetapkan
‘ melalul ' ‘

a. harmomsa81 peta yang dimiliki oleh Kementenan

Lingkungan Hldup dan Kehutanan dengan peta yang
dimiliki oleh lembaga swadaya masyarakat dan'

sumber-sumber lain; dan -

- b. konsultasi dengan pemermtah provinsi, pemerlntah .

kabupaten/ kota, dan para pihak terkait. ’
PIAPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1). dltetapkan ‘

oleh Menterl dan direvisi setlap 6 (eriam) bulan sekali

’voleh D1rektur Jenderal yang memb1dang1 Planolog1

Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menten .

Revisi - PIAPS sebagalmana dlmaksud pada ayat (3),f -

‘a. areal izin pemanfaatan atau ‘izin penggunaan s

kawasan hutan yang berakhir masa berlakunya

atau izinnya dicabut atau yang arealnya dlserahkan )

oleh pemegang izin kepada Pemerintah; dan/atau B )
b. areal permohonan HPHD, IUPHKm atau IUPHHK-
HTR yang berada diluar PIAPS. _
VPIAPS . sebagaimana dlmaksud padéA> ayat ‘(v2)

: »dlprlontaskan untuk penyelesalan konﬂlk keglatan '4

 restorasi gambut dan/atau restorasi ek031stem. ,



w

@

&
(2)

(3)

-10 -

BAB II

PEMBERIAN DAN PERMOHONAN HAK ATAU IZIN.

- DAN PELAKSANAAN KEMITRAAN KEHUTANAN :

Bagiah Kesatu -

Hutan Desa

N Paragraf 1

Umum.

Pasal 6 |

‘HPHD diberikan pada

- a. | hutan produk81 dan / atau hutan hndung yang belum, -

dlbebanl izin;

: b. hutan 11ndung yang dlkelola oleh Perum Perhutam'

R _‘dan/atau

.C‘ w1layah tertentu dalam KPH. o
vPembenan HPHD sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)r
- mengacu pada PIAPS.

Pasal 7
HPHD diberikan oleh Menteri. - . . ‘
Pemberian HPHD sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) |

~ dapat dldelegaslkan kepada gubemur.

'Pendelegasian HPHD sebagaimana' dimaksud pada ayat .
(2): dllaksanakan dengan ketentuan bahwa prov1n51 yang

- bersangkutan telah memasukkan Perhutanan 8031al ke

' Y-Perhutanan - Sosial dan memiliki anggaran dalam; o

@

Adalam rencana pembangunan _]angka menengah daerah

atau mempunyal peraturan gubemur‘ mengenalv'

anggaran pendapatan dan belan_]a daerah.

1 Pendelegas1an sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan

ayat (3) dltetapkan dengan keputusan Menteri.



(1)

(2)
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Paragraf 2

~ Permohonan Hutan Desa.

Pasal 8

,Permohonan HPHD dlajukan oleh satu atau beberapa E

; Vlembaga desa dan diketahui oleh satu atau : beberapa'_'

kepala desa yang bersangkutan
Lembaga desa sebagalmana dimaksud pada ayat (1) "
dapat membentuk

a. kopera31 desa; atau -

- b. badan usaha milik desa setempat

3)

. ayat (1) berada dalam w1layah admlnlstra31 desa

" '.(‘})

(s)

Permohonan lokasi HPHD sebagaimana dlmaksud pada

‘Loka31 permohonan HPHD sebagalmana dlmaksud pada;

ayat (1) dapat berada da.lam satu kesatuan lansekap
(bentang alam) sebagai upaya pelestarlan ek051stem, dan
dlutamakan berada dalam PIAPS

Dalam hal permohonan sebagalmana dimaksud pada

‘ayat (4) berada di luar PIAPS tetap dapat d1a_1ukan-'

kepada Menteri d1fa3111ta81 oleh Pokja PPS dan sebaga1 o

- bahan revisi PIAPS.

6

Dalam hal satu KPH telah memiliki - rencana pengelolaan ,

“hutan jangka  panjang dan sudah operasmnal'

o .permohonan sebagalmana dimaksud pada ayat (5)

; 'mengacu pada rencana pengelolaan hutan _]angka

)

panjang

VPermohonan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

- ‘d11amp1n dengan

a. peraturan desa tentang pembentukan lembaga desay
atau peraturan adat atau peraturan. masyarakat
adat tentang pembentﬁkan- 'lembaga '_adat | yang |
diketahui oleh kepala desa/lurah; '

b. keputusan kepala desa tentang struktur orgamsasy

lembaga de_sa, koperasi desa atau badan usaha milik

desa;



(8)

4y

@)

m

@

(3)
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c. gambaran umum wilayah, antara lain kcadaan fisik .

wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan; dan

d. ‘peta usulan lokasi minimal skala 1:'50.000 berupa o

- dokumen tertuhs dan sahnan elektromk dalam

bentuk shape file. '
Pe.rmohonan sebagaxrnana dimaksud pada ayat (1),
diprioritaskan untuk penyelesaian ‘v'kvoriﬂik‘_‘,- kegiatan

restorasi gambut dan/atau restorasi ekosistem.

Pasal 9

.Permohonan HPHD dla_]ukan kepada Menten denganf
tembusan kepada '

a. gubernur;
b. bupati/ wahko'ta;
c. k_epalé UP’F;‘,dén
d.v | kepala KPH.

Permohonan sebaga.tmana dimaksud pada ayat (1) dapat

d1fa3111ta31 oleh Pokja PPS.

Pasal 10

'Tei'hadap vpermoh’o,nan: '_sebagaimana dimakSUd vdalai'r,i '

Pasal 9, Direktur Jenderal melakukan veﬁﬁkasi

,kelengkapan syarat admmxstram dalam waktu 2 (dua)

hari kerja.

Dalam halv‘kelengkapan syarat administrasi sebagaimana

v dimaksud pada ayat (1) tidak dipehuhi,’Direk’tur Jenderal

me_ngerribalikan permohonan kepada pemohon.
Berdasarkan pengembalian permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Pokja PPS dapat melakukan -

pendampingan  perbaikan  permohonan ~ dengan

L melengkapi per_syaratan administrasi paling _lar'nbaty 7

(tujuh) hari kerja sejak permohonan dikembalikan.
Dalam hal persyaratan administrasi telah . dipenuhi

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan

dlajukan kembali - kepada Direktur Jenderal dengan, .

tembusan Menten



)

(6)

(1)
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Direktur Jenderal menyatakan persyaratan administrasi "
lengkap dan paling lambat dalam waktu 2 (dua) hari
kerja memenntahkan kepala UPT untuk melakukan

: verlﬁka31 tekms

Dalam hal UPT sebagalmana dlmaksud ' pada ayat (5)
tldak berkedudukan di provinsi pemohon, Dlrektur

| Jenderal dapat menugaskan' kepala' UP*I‘ lingkup =

Kementerian Lingkungan H1dup dan Kehutanan setelah .'

berkoord1nas1 dengan Direktur Jenderal / Kepala Badan’ .

-yang membidangi UPT terkait.

‘ ~Pasal 11 o ‘
Kepala UPT dalam waktu 1 (satu) hari kexja sejak

L dlterlmanya perintah dari Direktur Jenderal membentuk

@

 Tim Verifikasi yang anggotanya dapat terdiri dari unsur

a dinas  provinsi atau kabupaten/ kota yang

“membidangi kehutanan; ‘

- b. UPT terkait;

c. KPH;dan
d. anggota Pokja PPS.

'Tlm Verifikasi sebagmmana dimaksud pada ayat (1)'

melaksanakan tugas dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hanf,

' ketja sejak dlbentuknya

@)

o

Tim Verifikasi melaporkan hasil veriﬁkési ke,pada.,Kepala o
UPT yang selanjutnya menyampaikaﬁ hasil verifikasi
kepada Direktur Jenderal. | - ,
Pedoman venﬁkam permohonan HPHD d1atur 1eb1h lanjut

dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 12

, Daiam hal hasil verifikasi telah rneménuhi persyé.fataripaling

, larnbat 5 (hma) hari kerja sejak hasﬂ venﬁka31 diterima,

' Dlrektur Jenderal atas nama Menten menerbltkan keputusan‘
~tentang pemberlan HPHD.



-
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N 'Paragraf 3 o
- Tata Cara Permohonan HPHD kepada Gubernur

‘Pasal 13 v '
HPHD sebaga1mana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2),

dapat ‘vdlbenkan oleh gubernur dan _mengacu _kepada

PIAPS.

Permohonan HPHD kepada gubernur diajukan oleh.

lembaga desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat -

o ‘(1) ' dah‘ mengacu ‘ke‘pada' PIAPS dengan tembusan

&)

(1)

@
' . dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi .dalamvwaktu 2

{ @

(4)

‘ 'kepada

a. Menten :

b. bupau/walikota;
~ c.  kepala UPT; dan

d. kepala KPH.

: Tembusan kepada Menteri sebagalmana dlmaksud pada;» S
]ayat (2) huruf a dapat dlsampalkan secara elektronlk

: ‘(onlme/ danng)

Pasal 14
Terhadap perrnohonan HPHD sebagaimana dlmaksud‘ '
dalam Pasal 13, kepala dinas melakukan verifikasi

-,kelengkapan syarat »administré.si' dalam waktu 2 (dua)
'han kerja. o o C

Dalam hal kelengkapan syarat admlnlstra31 sebagannana

(dua) -hari ~kerja, kepala dinas = mengembalikan

permohonan kepada pemohon.

Berdasarkan pengembalian permohonan _-éebagaimaha' e
dimaksud pada ayat (2), Pokja PPS dapat melakukan
"pendampingan perbaikan .permdhbnan' dengan o

_melengkapi persyaratan administrasi paling lambat 7

(tujuh) hari kerja seJak permohonan d1kemba11kan

Dalam hal persyaratan administrasi telah d1penuh1

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), permohonan

dlajukan kembah kepada kepala dinas dengan tembusan -

', gubernur



(S)
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Kepala dinas menyatakan persyaratan admihistraSi

lengkap, dan melakukan verifikasi tekms palmg lambat .
dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.

Kepala dinas dalam melakukan | veriﬁk§5i~ ‘teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dibantu oleh
PokJa PPS, kepala UPT atau kepala UPT terkait di provinsi

) dan kepala KPH.

)

"Pasal 15

Dalam hal hasil verifikasi telah memenuh1 persyaratan, |

kepala dmas menylapkan konsep keputusan gubernur

' tentang pemberian HPHD pahng lambat 3 (tlga) hari kerja_.

. _sejak hasil verifikasi diterima.

@)

(3)

@

()

Gubemur menerbitkan HPHD pahng la.rnbat 5 (hma) har1
ker_]a sejak konsep keputusan diterima. o
Dalam hal tenggat waktu 5 (hma) hari kerja sejak konsep
képutusan diterima gubernur tidak menefbitkan.

pembenan HPHD, Dlrektur Jenderal atas nama Menten '

- dalam waktu 3 (tlga) hari kerja memmta keterangan
R kepada gubernur. '

Dalam hal gubemur tidak membenkan keterangan dalam
S (lima) hari kerja sebagalmana dimaksud pada ayat (3),
Direktur Jenderal dalam waktu 2 (di;la) hari. kerja

mermnta‘ kepada kepala dinas hasil verifikasi

- | | 'sebagalmana dlmaksud pada ayat (1). -
5y 'Kepala : dlnas dalam - waktu 3 (tiga) ~ hari kerj'a
'menyerahkan hasil -verifikasi sebagaimana d1maksud L

pada ayat (4) kepada Direktur Jenderal

Berdasarkan hasil verifikasi sebagalmana dimaksud pada '

ayat (5) Direktur Jenderal atas nama Menteri dalam - e

waktu S (lima) hari kerja menerbitkan keputusan tentang - |

pemberian HPHD.



S

)

(1)
s dltetapkan dalam PIAPS.

@
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Bagian Kedﬁa

Hutan Kemasyarakatan

.Paragraf 1

: Umum

Pasal 16
IUPHKm diberikan pada: -

"a. hutan produksi dan /atau hutan hndung ya_ng belum? '

~ dibebani izin;

b. hutan lindung yang dikelola oleh Perum Pérl"iutani;'

~dan
c. ~ wilayah tertentu-dalam KPH. .
Pembenan IUPHKm. sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

~ mengacu pada PIAPS. -

, | Pasal 17 : o
IUPHKm dapat diberikan di luar areal yang telah

Pembenan IUPHKm di luar PIAPS sebagalmana dlmaksud

Apada ayat (1) berdasarkan permohonan masyarakat yang -

)
(2)

-3
} 2) dilaksanakan dengan ketentuan bahwa prov1n31 yang

’ dlbantu oleh Pokja PPS.

, Pasal 18
[UPHKm diberikan oleh Menteri.

‘Pemberian IUPHKm sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat didelegasikan kepada gubernur. | '

Pendelegasian IUPHKm sebagaimana dimaksud ‘pada ayat

bersangkutan telah memasukkan Perhutanan Sosml ke

. dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah

~atau  mempunyai peraturan: gubernur - mengenai

Perhutanan Sosial dan memiliki anggaran dalam

R anggaran pendapatan dan belanja daerah
4

vPendelegasmn sebagalmana dimaksud pada ayat (2)

ditetapkan dengan keputusan Menteri.



(2)
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Paragraf 2

Permohonan Hutan Kemasyarakatan

- Pasal 19
Permohonan IUPHKm diajukan oleh:

S a. ketua kelompok masyarakat; |
- b.  ketua gabungan kelompok tani hutan; atau -

c.  ketua kopera31

Loka31 permohonan TUPHKm sebagaimana dlmaksud :

pada ayat (1) dapat berada dalam satu kesatuan lansekap o
(bentang alam) sebagai upaya .peles_tarlan ek031stem dan
* diutamakan yang berada dalam PIAPS.

Dé.lam hal: perr_nohbnah sebagaimana dimaksud» pada -

ayat (2) berada di luar PIAPS, tetap dapat 'divajukanv

o kepada Menten d1fa31hta31 oleh Pokja PPS dan sebagar» ‘

@

()

(6)

bahan revisi PIAPS. o
Dalam hal satu KPH telah memiliki rencana »pe'ngelc_')laan .

“hutan jangka | panjang dan sudah opefasidnal,;

permo,honan -sebagaimana dimaksud pada ayét (3)

mengacu pada rcncaﬁa pengelolaan ‘hutan jangka

panjang. -
Permohonan’ sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) f s '
~d11amp1r1 ' ' '

a. daftar nama masyarakat setempat calon anggota .-

-'kelompok HKm yang diketahui oleh .kepala .
de'sa/lurahr |  ' o
b. gambaran umum w1layah antara lain keadaan fisik
wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan dan »
c. peta usulan lokasi minimal skala 1:50.000 berupa
. dokumen tertulis dan salinan elektronik dalam
“bentuk shape file. | .

Permohonan sebagmmana dlmaksud pada ayat (3),  _
_dlpnorltaskan untuk penyelesalan konfhk keg1atan- B

restorasi gambut dan /atau restorasi ek031stem
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Pasal 20

_' Permohonan IUPHKm diajukan kepada Menten dengan

~tembusan kepada

':a. - gubernur;
b. bﬁpati/Walikota;
c.  kepala UPT; dan
d. kepala KPH.

@

Penjnohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

B dif_as‘ilitasi oleh Pokja PPS.

-

@

@

5)

6)

Pasa.l 21

‘Terhadap permohonan sebaga1mana dlmaksud dalam.'

Pasal 20, Dlrektur Jenderal melakukan | venﬁkas1

kelengkapan syarat admlnlstra31 dalam waktu 2 (dua) |
, 'harl kelja
(2

dipenuhi sebagaunana dimaksud pada ayat (1), Dlrektur' o

Dalam hal- kelengkapan syarat admlnlstra31 tida.k_

Jenderal' mengembalikan permohonan kepada pemohon.
Berdasarkan pengemballan perrnohonan sebagalmana,
dlmaksud pada ayat (2), Pokja PPS dapat melakukan

: pendamplngan perbalkan ' permohonan denganv A‘
~melengkapi persYarétan administrasi paling lambat 7
(twjuh) hari kerja sejak permohonan dikembalikan.
- Dalam hal persyaratan admlnlstra81 telah dlpenuhl_ |

.'sebagalmana dimaksud pada ayat (3), permohonan

dla_]ukan kembali kepada Direktur Jenderal dengan ;

. tembusan Menteri.

.D1rektur Jenderal menyatakan persyaratan admmlstrasx

lengkap dan paling lambat dalam waktu 2 (dua) hanv

kerja memerintahkan kepala UPT untuk melakukan i

verifikasi teknis.

Dalam hal UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

tidak berkedudukah di. ‘provinsi - pemohon, Direktur

Jenderal dapat menugaskan kepala UPT lingkup
V'Kementenan Lingkungan Hidup dan Kehutanan setelahu '

berkoordinasi dengan Direktur Jenderal/ Kepala Badan'

- - yang membidangi UPT terkait.
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Pasal 22
Kepala UPT dalam waktu 1 (satu) hari kerja sejak
dltenmanya perintah dari Direktur Jenderal membentuk

Tim Venfika31 yang anggotanyavdapa_t terd1r1 dari unsur:

“a. dinas provinsi ‘atau kabupaten/kota yang

membidangi kehutahan_;‘

b. . UPT terkait;

" ¢.  KPH; dan

o
3

(4)

d. anggota Pokja PPS.

, T1m Venﬁkasx sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
j melaksanakan tugas dalam Jangka waktu 7 (tujuh) han
| fker]a sejak dlbentuknya

‘Tim Verifikasi melaporkan has11 ver1ﬁkas1 kepada kepala

'UP’I‘ ‘yang selanJutnya menyampa1kan hasil verifikasi -

kepada Direktur Jenderal.

Pedoman verifikasi permohonan IUPHKm d1atur 1eb1h'

lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 23

Dalam hal hasil venﬁka31 telah memenuh1 persyaratan pahng |

lambat 5 (lima) hari kelja sejak hasﬂ verifikasi dltenma,‘ |

Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan ‘
 tentang pemberian IUPHKm. '

(1)

@

Paragraf 3

Tata Cara Permohonan IUPHKm kepada Gubernur ~

- Pasal 24 . v ‘
Pembenan IUPHKm sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18 ayat (2), dapat diberikan oleh gubernur dan mengacu

‘kepada PIAPS.
Permohonan IUPHKm kepada gubernur dlajukan oleh

, kelompok masyarakat sebaga.lmana dlmaksud ‘dalam

Pasal 19 ayat (1) dan mengacu kepada PIAPS dengan

'tembusan kepada:

~a. ' Menteri;

‘b.  bupati/walikota;
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c. kepala UPT; dan

Cod. kepala KPH.

Tembusan kepada Menteri sebagaimana dimaksud»'pada

ayat (2) huruf a dapat disjampaikanv secara eléktronik

- (online/daring).

(1)

2

Pasal 25

}Térhadap - permohonan sebagaimana. di'maikS;ud_ dalam
* Pasal 24, kepala dinas melakukan verifikasi kelengkapan

_syarat administrasi dalam waktu 2 (dua) hari kerja.

Dalam hal kelengkapan syarat administrasi tldak

~ terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala, . '

@
. dlmaksud pada ‘ayat (2), Pokja PPS dapat melakukan :

pendamplngan - perbaikan permohonan dengan'

dinas mengembalikan permohonan kepada pemohon.

,Berdasarkan pengembahan permohonan sebagaimana -

- _melengkapi persyaratan administrasi paling - lambat 7.

- (,4).

(tujuh) hari kerja sejak permohonan dlkembahkan

- Dalam hal persyaratan administrasi telah d1penuh1

sebagalmana dimaksud pada ayat (3), permohonan‘

o dlajukan kembah kepada kepala dinas dengan tembusan

5)

©

gubernur

‘Kepala dinas menyatakan persyaratan admlmstraSL

lengkap, dan melakukan verifikasi teknis pahng lambat‘ »

dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja.

Kepala Dinas dalam melakukan verifikasi vteknis,

. sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dlbantu oleh
s Pokja PPS, kepala UPT atau kepala UPT terkalt di prov1n81 o

dan kepala KPI-I

Pasal 26

Dalam hal hasil verifikasi telah memenuh1 persyaratan

- kepala dinas menyiapkan konsep keputusan gubernur'
,tentang pemberlan IUPHKm pahng lambat 3 (tlga) hari 1

' ‘kerja sejak hasil verifikasi diterima.

@)

Gubernur menerbitkan IUPHKm, paling lambat S (11ma)_

hari kerja sejak konsep keputusan dltenma



(3)

-21-

- Dalam hal tenggat waktu 5 (lima) hari k‘e_rja:sej'ak kohsep -

' keputusan diterima, gubernur tidak menerbitkan ,.

. pemberian IUPHKm, sebagaimana dimaksud, ,pada ayat

(@)

, (2), Direktur Jenderal atas nama Menteri. dalém waktu"S

(tiga) hari kerja meminta keterangan kepada gubernur

' Dalam hal gubernur tidak memberikan keterangan dalam |

5 (lima) hari kerja sebagalmana d1maksud pada ayat (3), _
Direktur Jenderal dalam waktu 2 (dua) han kerja

meminta kepada = kepala dinas hasil venﬁkasf

~ sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

©)
" menyerahkan "has‘il verifikasi seb‘agaiman‘ﬁa‘{. dimaksud-

- pada ayat (4) kepada Direktur Jenderal.

6)

7)

o

()

Kepala dinas dalam waktu 3 (tiga) hari kerja

Berdasarkan hasil verifikasi sebaga1mana dlmaksud pada ‘

ayat (5) Direktur Jenderal atas nama Menten dalam

| waktu S (lima) han kerja menerbltkan keputusan tentang |
' kpemberlan IUPHKm. '

Dalam hal pembenan IUPHKm berada di dalam Hutan

_Produks1, keputusan pemberian IUPHKm sebagaimana - R

dimaksud pada ayat (2) dan ayat (6) sekaligus merupakan

pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu.

Bag1an Ket1ga
Hutan Tanaman Rakyat ‘

| Paragraf 1

Umum

Pasal 27

':,-YIUPHHK HTR diberikan pada:

a. hutan produk31 yang belum dibebani izin; dan /atau '

- b. wﬂayah tertentu dalam KPH. .
Pemberian IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada
~ayat (1) mengacu pada PIAPS
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Pasal 28 .
IUPHHK-HTR dapat dlberlkan di luar areal yang telah

»dltetapkan dalam PIAPS.
Pemberian IUPHHK-HTR di luar PIAPS sebaga1mana o

dimaksud pada ayat (1) berdasarkan permohonan

masyarakat yang dibantu oleh Pokja PPS.

‘Pasal 29
IUPHHK-HTR dlberlkan oleh Menteri. _ .
Pembenan IUPHHK-HTR sebagalmana dnnaksud pada

R vayat (1) dapat didelegasikan kepada gubernur

<

Pendelegasxan IUPHHK-HTR sebagalmana dlmaksud pada

ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan bahwa prov1n31 o
yang bersangkutan telah memasukkan perhutanan sosial
ke dalam rencana pembangunan jangka menengah

_daerah atau mempunyai peraturan gubernur mengenai

perhutanan sosial dan memiliki anggaran dalam

- -anggaran pendapatan dan belanja daerah. -

(4)

Ty

-a.  perorangan yang»mcrupakan petam hutan;

o

Pendelegasian IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud pada v

: .ayat (2) dltetapkan dengan keputusan Menteri.

Paragraf 2

Permohonan Hutan Tanaman Rakyat'

: Pasal 30
Permohonan IUPHHK HTR dlaJukan oleh:

kelompok tani hutan;

b
" c.  gabungan kelompok tani hutan;
d

‘koperasi tani hutan; atau . v
perseorangan = yang memperoleh pehdidikaﬁ
kehutanan atau bidang ilmu lainnya yang pernah:

- sebagai pendarhping atau penyuluh yang - pernah
bekerja di bidang kehutanan dengan membentuk
kelompok atau koperasi bérsama, ‘masyarakat

setempat.
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Permohonan lokasi IUPHHK-HTR sebagalmana dimaksud

- ‘pada ayat (1) dapat berada dalam satu kesatuan lansekap |
5 (bentang alam) sebaga1 upaya pelestarlan ekosistem dan '
_dlutamakan yang: berada dalam PIAPS

;Apablla permohonan sebagaimana dlmaksud pada ayat

(2) berada di luar PIAPS tetap dapat diajukan kepada

Menteri difasilitasi oleh Pokja PPS dan sebagai bahan

rev131 PIAPS.

Dalam hal satu KPH telah mem1hk1 rencana pengelolaan
» hutan - - jangka panjang‘ dan  sudah operasional, )
~ permohonan sebagaiména , -dimaksud‘ ApadaA ayat - (3)  |
~mengacu pada ;enéana pengelolaan® hutan jéngka

panjang. . |

Permohonan IUPHHK-HTR sebagaimana. dlmaksud pada,

ayat (1) d11amp1r1 dengan

a. daftar nama masyarakat setempat calon anggota "

-kelompokv ‘"HTR yang diketahui oleh kep,ala :

- desa/lurah atau akte pendirian koperasi, daftar

nama anggota, karth ténda penduduk,' -atau
keterangan domisili untuk koperasi; _

b. gambaran umum wilayah, antara lain yk.eadaah fisik

~ wilayah, sosial ekonomi, dan potensi kawasan; dan

c. peta usulan lokasi ‘minimal skala 1:50.000 berupa

dokumen tertulis dan salinan elektronik dalam

bentuk shape file. ‘
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 3),
dlpnorltaskan untuk penyelesauan konﬂlk keglatan‘

restorasi gambut dan/ atau restorasi ekosistem.

Pasal 31 |
Permohonan IUPHHK-HTR diajukan kepa.da Menten

~dengan tembusan kepada

- a. gubernur;

bupati/walikota;

b
c. | kepala UPT; dan
d

kepala KPH.



(2) * Permohonan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dapat

)

()

(3)

“@

©)

(6)
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d1fas111ta31 oleh Pokja PPS.

Pasal 32

Permohonan sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 31,

: D1rektur Jenderal melakukan venﬁka81 kelengkapan '
‘syarat adm1n1stra31 dalam waktu 2 (dua) hari kerJa

_Dalam. “hal kelengkapan syarat administrasi -~ tidak -

dipenuhi sebagaim‘ana dimaksud pada' ayat (1), Direktur

Jenderal mengembahkan permohonan kepada pemohon.

'Berdasarkan pengembalian permohonan sebagalmana‘
, dimaksud pada ayat (2), Pokja PPS dapat melakukan -
h pendampingan . perbaikan permohonan dengan o

'.melengkapl pcrsyaratan -administrasi pallng lambat 7

(tuJuh) hari kerja sejak permohonan dlkembahkan _
Dalam hal persyaratan admlnlstra31 telah dlpenuhl

sebagalmana dimaksud ;pada ayat - (3), ‘permohon‘an

diajukan kembali kepada Direktur Jenderal -dengan

' .témbusan Menteri.

Direktur Jenderal menyatakan persyaratan admlnlstra31

lengkap dan palmg lambat dalam waktu 2 (dua) han |
kerja memerintahkan kepala UPT untuk melakukan

verifikasi teknis.

Dalam hal UPT sebagalmana dlrnaksud pada ayat (5)

- tidak berkedudukan di provinsi pemohon Direktur
) Jenderal dapat menugaskan kepala UPT hngkup

Kementeriari Lingkungan Hidup dan Kehutanan, setelah

.. berkoordinasi dengan Direktur Jenderal/ Kepala Badan -

(1)

o dltenmanya permtah»dan Direktur Jenderal membentuk . - |

~ yang membidangi UPT terkait.

Pasal 33 ,
Kepala UP’I‘ dalam waktu 1 (satu) hari ker]a se_]ak

Tim Verifikasi yang anggotanya dapat terdiri dari unsur :
a. dinas provinsi atau dinas kabupaten / kota yang

membldangl kehutanan,

b. = UPT terkait; -



@
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c. KPH; dan ;

d'.'_ o anggota Pokja PPS.

Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan tugas dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari -
ker_]a se_]ak dlbentuknya B
Tim Verifikasi melaporkan hasil verifikasi kepada 'kepaia ‘
UP’I" yang selanjutnya menyampa.lkan hasﬂ ver1ﬁkas1'> |
kepada Direktur Jenderal ' N
Pedoman verifikasi permohonan IUPHHK- HTR _diatur

e leblh_'l_an_]ut dengan Peraturan Dlrektur Jendcralr, - ‘i

Pasal 34

Dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi persyaratan paling 'l

) lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak hasil verifikasi diterima,

i Dlrektur Jenderal atas nama Menten menerbltkan keputusanf '

w

@

: tentang pembenan IUPHHK-HTR

Paragraf 3.
Tata Cara Permohonan IUPHHK-HTR kepada Gubernur

Pasal 35 _ .
Pem'berian IUPHHK-HTR sebagaimana dimaksud dalam 4

' Pasal 29 ayat (2) dapat dlberlkan oleh gubernur dan o

mengacu kepada PIAPS. R
Permohonan IUPHHK-HTR diajukan oleh pemohon' -
sebagaimana 'dimaksud‘ dalam Pasal 31 ayat (1) kepada ~

i gubernur dan mengacu kepada PIAPS dengan tembusan

@)

kepada

a. Menteri;

b. bupati/‘walikovta;v
s kepala UPT; dan
d. kepala KPH. | ‘
Tembusan kepada Menteri sebagalmana dlmaksud pada

ayat 2) huruf a dapat disampaikan secara elektromkt'

(online/ daljing).



o

(2)
o ‘terpenuhi sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), kepala . |

@
‘ ._f,d1maksud pada ayat (2), Pokja PPS dapat melakukan

(4)

(S)
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Pasal 36

'Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam'

Pasal 35, kepala dinas melakukan verlﬁkasn kelengkapan

'syarat administrasi dalam waktu 2 (dua) harl kerja.

Dalam hal kelengkapan syarat administrasi tidak

dinas mengembalikan permohonan kepada. pemohon

Berdasafkan pengembalian pérmohonaﬁ Sebagaimana

pendampingan perbaikan permohonan o dengan

melengkapi persyaratan: administras_i paling lambat 7 -
~ (tujuh) hari kerja sejak permohonan dikembalikan. -
‘Dalam hal persyaratan administrasi telah dipenuhi

~sebagaimana dimaksud ‘pada ayat (3), permohonan

diajukan kembali kepada kepala dinas dengan te_mbubsan'

‘gubernur. ‘
Kepala dinas menyatakan persyaratan administrasi

- lengkap dan melakukan verifikasi teknis pahng lambat
' dalam waktu 7 (tuJuh) hari kerja.

Kepala dlnas ‘dalam ° melakukan verlﬁka81 teknis’

s sebagalmana dimaksud pada ayat (5), dapat dlbantu oleh;

(1)

(2)

@

3 pok_]a PPS, kepala UPT atau kepala UPT terkait di provinsi
- dan kepala KPH. ' '

| ,Pasai 37 _
Dalam hal hasil verifikasi telah memenuhi per‘sy_a_rat_ah,

kepala dinas menyiapkan konéep keputusan gubemtlr, :

tentang pemberian IUPHHK-HTR paling lambat 3 (tlga)

- hari kerja sejak hasil verifikasi diterima.

Gubernur menerbltka.n IUPHHK-HTR, paling larnbat S
(llma) hari kerja sejak konsep keputusan d1ter1ma._
Dalam hal tenggat waktu 5 (lima) hari kerja sejak konsep '

keputusan diterima, 'gubernur tidak menerbitkan

 pemberian. IUPHHK-HTR, sebagaimana _di'maksud pada

ayat (2), Direktur Jenderal atas nama Mentéripdalam

Waktu 3 (tiga) hari kerja meminta ket,elv"angénA kepada

g gubernur.
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Dalam hal gubernur tidak memberikan keterangan dalam

5 (lima) hari kerja sebaigaim'ana dimaksud pada ayat (3),

e D1rektur Jenderal dalam waktu 2 (dua) harl kerja

memmta kepada kepala dmas hasﬂ_ venﬁkasi

- sebagaimana dlmaksud pada ayat (1).

®

6)

(1)

@)

Kepala dinas dalam waktu 3 (tiga) hari kerja

menyera'hkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud .

'- pada ayat 4) kepada D1rektur Jenderal

; Berdasarkan hasil venﬁka31 sebagalmana dlmaksud pada |

ayat (5) Direktur. Jenderal atas ‘nama Menten dalam
waktu S (lima) hari kerja menerbitkan keputusan tentang.
pemberian IUPHHK-HTR. | ' ’ |

Pasal 38
Pelaksanaan keglatan HTR dllakuka.n secara mandln
yang terintegrasi. dengan 1ndustr1 kayu rakyat

Dalam hal pelaksanaan 'secara mandiri sebagmmana

- dimaksud pada ayat (1) belum dapat dllaksanakan maka

Py

(4)

(1)

(2)

dapat dilakukan kemitraan dengan 1ndustn di bldang ,

perkayuan .

vaemltraan sebagalmana dlmaksud pada ayat (2)5'
,“.dllaksanakan setelah ada perusahaan 1ndustr1 kayu'
primer atau lan_]utan sebagal penJamm keberlanjutan~
‘usaha HTR.

Pedoman pg:laksahaan kegiatan HTR sé‘bagaimana

dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lahjuf ‘

~ dalam Peraturan Direktur Jenderal.

3 Pasal 39 S L
Permohonan  HPHD, IUPHKm,  IUPHHK-HTR,

"'sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 é.yat (1), Pasal 20

ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) dapat dilakukan secara

manual atau secara elektronik (onlme/ darmg)

vTata cara permohonan secara elektromk (onlzne/ darmg) '

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut

“dengan Peraturan Direktur Jenderal.
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@
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' Bagian Keempat
Kemitraan Kehutanan

, Paragraf1 =
Pelaku Kemitraan Kehutanan

'Pasal 40

‘Pengelola hutan atau pemegang izin wajib melaksanakan N

pemberdayaan masyarakat setempat melalui ikemit_r_aan_ ‘

kehutanan. -

Pengelola hutan sebagmmana dlmaksud pada ayat (1)

-mehputl
a. - kesatuan pengelolaan hutan
b. balai besar/balai taman nasmnal
: c balai besar/balai konservasr_sumber daya ,alam;
d. pehgelola kawésan hutan dengan tujuan khusus; _ »
e viumt pelaksana tekms daerah taman hutan raya BISRVREN
| dan/atau |
£

badan usaha mlhk negara atau badan usaha milik

daerah pengelola hutan negara.

Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

.mehputl
a. izin usaha pernanfaatan kawasan; |
b. izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
c.  izin usaha pemanfaatan hasil hutan - kayu dalam
| hutan alam;
d. izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam
‘ hutan tanaman; . :
e. izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayuf
- dalam hutan alam; |
f. 1zm usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu
- dalam hutan tanaman;
‘g. izin usaha pemanfaatan air;
h.

izin usaha pemanfaatan energi air;

izin usaha pemanfaatan jasa wisata alam;

- izin usaha pemanfaatan sarana wisata alam,;



(1)

@

(3

(1)
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k. 'izin usaha pemanfaatan penyerapan karbon d1

hutan produksi dan hutan lindung;

1 izin usaha pemanfaatan penyimpanan karb_bn d1

hutan produksi dan hutan lindung;

m. izin penggunaan kawasan hutan; dan/atau

~ n. izin usaha industri primer hasil hutan;

Paragraf 2

Persyaratan Kemitraan

Pasal 41
Luasan areal untuk kemltraan kehutanan dllakukan

dengan ketentuan

‘a. luasan areal kemitraan - kehutanan di 'areal kerja -

pengelola hutan paling luas 2 (dua) hektar untuk'
setiap kepala keluarga dan/ atau )
b. luasan areal kemitraan ‘kehutanan di areal ker;]a~
pemegang izin paling luas 5 (lima) h,ek_tar _untuk -
setiap keluarga. | B A R
Luasan areal untuk kemltraan kehutanan sebagaimana |
dimaksud pada ayat (1) pada - areal yang sedang
beljkonﬂik antara pengelola atau pcmegang izin dengan

masyarakat setempat diatur sesuai dengan ‘kondisi

}..lapangan dan secara bertahap luasan areal untuk‘.

kemltraan dibatasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

»Dalam “hal masyarakat setempat bermitra untuk" -

mémungut hasil hutan bukan kayu atau jasa lingkungé.n:

‘hutan luasan areal 'untuk kem1traan kehutanan

sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) tldak berlaku

Pasal 42

Persyaratan masyarakat setempat calon mitra pengelola

hutan atau pemegang izin harus memiliki :

~a. kartu tanda penduduk atau surat keterangan

- tempat tinggal dari Kepala Desa setempat yang
membuktikan bahwa calon mitra bertempat ‘tinggal



(2

(1)

-30 -

di dalam dan/ atau di sekltar areal pengelola hutan' |

- dan pemegang izin;

‘b. dalam hal masyarakat berada di dalam kawasan

- konservasi sebaga1 penggarap dibuktikan dengan

‘areal vgara‘pan sebelum - ditunjuk/ d1tetapkan
kawasan konservasi berupa tanaman kehidupan '
~ berumur pahng sedikit 20 (dua puluh) tahun atau:
keberadaan situs budaya; . v
c. dalam hal masyarakat ’setempél_t' sebaigéimana
 dimaksud pada huruf a berasal dari lintas désa,' :
diberikan surat keterangan oleh camat sétempat '
 atau lembaga adat setempat; ' | ,
d. mempunyai mata pencaharian pokok bergantung s
pada lahan garapan/pungutan hasil hutan bukan
‘kayu di areal kerja pengelola huta_ri ,atau"_,pernéga‘.ng‘ .

izin; dan

- €. mempunyai potensi untuk pengerhbangan usaha -

' padat karya secara berkelahji.ltan

Dalam hal masyarakat setempat atau perorangan

: bermltra dengan pemegang izin 1ndustr1 prlmer hasil

hutan kayu atau bukan kayu, masyarakat memiliki bukti |
sebagal pemasok bahan baku ke pemegang izin mdustn

_ mltranya

Parégraf 3 :

Areal Kemiti‘aan- Kehutanan

o v | Pasal 43 , B A
Areal kemitraan kehutanan antara pengelola hutan atau "
pemegang izin dengan masyarakat setempat dltetapkan‘

dengan ketentuan:

a. areal konflik dan yang berpoten31 konﬂlk d1 areal

»pengelola hutan atau pemegang izin;. ‘
b. 'areal yang memiliki potensi dan menjadl sumber .

penghldupan masyarakat setempat;

- C. di areal tanaman kehldupan d1 Wilayaih kerja. -

IUPHHK-HTI;
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d. di zona pemanfaatan, zona tradisional dan zona -
rehabilitasi pada taman nasional atau blok
,pemanfaatan pada taman wisata alam dan taman.

hutan raya; dan/atau

e. areal yang terdegrada31 di kawasan konserva31

Dalarn "hal areal yang terdegradasi sebagalmaha‘ .
dlmaksud pada ayat (1) huruf e berada di zona inti'afau -

zona rimba pada taman nasional atau blok »perlindungan:

' ’pada taman hutan raya dan taman w1$ata alam, sebelumvv '

| diberikan kegiatan kemitraan pada kawasan konservasi -

)

(2)

.

@

dilakukan revisi ~zonas1 dan blok sesuai dengan -

ketentuan peraturan vperundang-undanganv.

Paragraf 4

Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan .

- Pasal 44 »
Pengelola atau Pemegang Izin memohon kepada Menten '

un,tuk melakukan ‘kemitraan dengan masyarakat_'

as'e_tempat dengan tembusan kepada Direk_tur Jenderal

dan gubernur

_'Berdasarkan laporan sebagalmana dimaksud. pada ayat -

‘(-1) Menteri melalui Dlrektur Jenderal membenkanv"

persetujuan kemitraan kehutananv dengan - mengikuti -

- ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pergtufan ini.

Pasal 45

Pemenksaan lapangan kelengkapan persyaratan L

‘masyarakat setempat yang akan bermltra dengan

pengelola hutan atau pemegang izin dllakukan oleh-

" instansi calon mltranya

Pemenksaan lapangan sebagalmana dlmaksud pada ayat

‘ (1) dapat dlbantu oleh Pokja PPS.



(1)

(2)

@)

g pada ayat (1) memuat ketentuan

(5)

@t oo ;»
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~ Pasal 46 v
Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), pengelola hutan atau

wpemegang izin bersama masyarakat ca‘lon‘ mitra .

menyusun naskah kesepakatan kerJa sama.

Penyusunan, naskah  kesepakatan - kerja sarné.

', sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh

Pokja PPS, dengan melibatkan lembaga desa dan pihak'
lain yang dipilih dan disepakati oleh masyarakat
setempat. ' |

~Naskah kesepakatan kerja sama sebagalmana dimaksud

latar belakang;
identitas para ,plhak yang bermitré;
~ lokasi kegiatan> dan petanya;
" rencana kegiatan kemitraan;
‘ obyek kegiatan; ’ |
~ biaya kegiatan;

hak dan kewa_]lban para pihak;

~ jangka waktu kemitraan;

—_
.

pembagian hasil sesuai kesepakatan_;

j-  penyelesaian perselisihan; dan

~ k. sanksi pelanggaran.
@

vNaskah ‘kesepakatan kerJa sama ditandatangani oleh ‘
' pengelola hutan/pemegang izin dengan plhak yang

bermitra diketahui oleh kepala desa atau camat atau

lembaga adat setempat.

Naskah kesepakatan kerja sama sebagalmana dlmaksud

‘ _pada ayat (4) dllaporkan oleh pengelola hutan/ pemegang -

~ izin kepada Direktur Jenderal dengan tembusan:

a. Direktur Jenderal yang membidangi Konservasi

Sumber Daya Alam dan Ekosistem atau Kepala

Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi 7
Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Kepala
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber

- Daya Manusia;
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b. rvgubernur atau bupati/ walikota;
c.  kepala dlnas prov1n31 dan
d. kepala UPT atau kepala UPT terkalt

Pasal 47

Pengelola hutan atau pemegang izin yang telah |

- melaksanakan - kemitraan kehutanan sesuai dengan |

. ketentuan Peraturan Menteri ini dapat diberikan insentif

berupa kemudahan pelayanan di hngkup Kementenan

- L1ngkungan Hidup dan Kehutanan.

()

@

ey

@

Pengelola Hutan atau Pemegang Izin yang tidak
melaksanakan ketentuan dalam Peraturan. Menteri ini,

dlbenkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan_

; perundang-undangan

Pasal 48 |

Kewajiban pembayaran penerimaan negara, bukan pajak

dari kegiatan kemitraan antara pengelola hutan atau

pemegang izin dalam kawasan hutan, dibayar sesuai |

. dengan peraturan perundang-‘und'angan.

@

Kewajiban sebagaimana dimaksud | pada aygt (1)

dimasukan dalam naskah kesepakatan kerja sama.

Pasal 49

Péngelola, atau Pemegang Izin di kawasan konse;'vasi L

‘waji’b melaksanakan kerja sama kemitraan déngan Mitra

Konservasi dalam rangka Perhutanan Sosial di kawasan

konserva31 ‘
Ketentuan tekms kemltraan kehutanan dalam kawasan

konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

lebih lan_]ut oleh D1rektur Jenderal yang membldangl'v

Konservasi-Sumber Daya Alam dan Ekosistem.
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Bagian Kelima -

Hutan Adat

‘Pasal 50
Masyarakat hukum adat dapat mengajukari 'p_ermohorian
hutan hak untuk ditetapkan sebagai kawasan hutan hak

~kepada Menten

Pengajuan hutan adat sebaga1mana pada ayat (1)‘

‘_mengacu pada Peraturan Menten ngkungan Hidup. dan

Kehutanan Nomor P.32/Menlhk- Setjen/2015 tcntang |

Hutan Hak.

Tata cara verifikasi dan vahda51 tentang hutan hak diatur

oleh peraturan Direktur J enderal

BAB III
PEMANFAATAN AREAL PERHUTANAN SOSIAL

Pasal 5 1

.Pemanfaatan hutan dalam HPHD

a. pada hutan lindung berupa pemanfaatan kawasan, '

pemanfaatan Jasav lingkungan dan pemanfaatan
- serta pemungutan hasil hutan bukan kayu;

dan/atau

b pada hutan produks1 berupa pemanfaatan kawasan

(2)

pemanfaatan jasa hngkungan, pemanfaatan hasﬂ'
~ hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasil
- hutan kayu dan bukan kayu. '

Pemanfaatan hutan dalam IUPHKm:

a. . pada hutan lindung berupa pemanfaatan kawasan,
 pemanfaatan jasa lingkungan dan - pemanfaatan
‘serta pemungutan hasil hutan bukéﬁ ‘ kayﬁ;

dan/atau ' ' | |

b. pada hutan produksi berupa pemanfaatan kawasan, '
pemanfaatan jasa - lingkungan, pemanfaatan hasil

hutan kayu dan bukan kayu dan pemungutan hasﬂ‘
o hutan kayu dan bukan kayu ’
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. Pemanfaatan hutan dalam IUPHHK-HTR pada hutan

produksi berupa pemanfaatan hasil hutan kayu yang

o ‘berasal dari hutan tanaman dan belukar tua.

@
. berupa hasil hutan bukan kayu dan jasa hngkungan

©)

Pemanfaatan hutan dalam rangka kemltraan kehutanan

| “hutan d1 hutan hndung atau hasﬂ hutan bukan kayu, :

hasil hutan kayu dan Jasa hngkungan hutan di hutan
produks1 ' ‘ ,
Pemanfaatan hutan pada hutan adat tldak boleh )
mengubah fungsi hutan dengan cara memanfaatkan dan

menggunakan pengetahuan tradisional dalam '

pemanfaatan sumber daya genetik yang ada di dalam -

hutan hak, dan/atau berupa hasil hutan bukan kayu |
dan jasa lingkungan hutan di hutan dengan fungsi

konservasi dan lindung, atau berupa hasil hutan bukan

| kayu, has11 hutan kayu dan _]asa 11ngkungan di fungsr .

6)

(1)
(2),

@)

@

(5)

produk31 v
Tata usaha hasil hutan bukan kayu dlatur dengan o

: Peraturan Menteri tersendm

Pasal 52 |
Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam HPHD di hutan
produksi dllaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan
hutan desa yang telah disahkan, |
Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam IUPHKm di hutan '
produksi atau IUPHHK-HTR dilaksanakan berdasarkan v
rencana kerJa usaha yang telah disahkan. L

Pemanfaatan hasil hutan. kayu dan/atau hasﬂ hutan_ .
bukan kayu dan/atau jasa hngkungan di areal kemltraan

kehutanan berdasarkan naskah kesepakatan kerja sama.

Pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau hasil hutan:

'bukan kayu dan/atau jasa 11ngkungan di »hutan adat'
berdasarkan keanfan lokal/pengetahuan tradlslonal yang

diakui dan disetujui oleh lembaga adat.

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Desa atau

'Rencana Kerja Usaha pemegang IUPHKm dan :IUPHH‘K-A '

HTR atau penyusun naskah kesepakatan kerja sama
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atau penyusun pemanfaatan pengetahuan tradlslonal ‘

,dapat dibantu oleh Pokja PPS atau penyuluh kehutanan

setempat

‘Rencana pengelolaan hutan desa dan .rencana . kerja

‘usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), .

disahkan oleh: , ,
a. penyuluh dalam hal areal kelja HPHD, IUPHKm dan.
| IUPHHK-HTR berada dalarn satu desa; atau : N
b. kepala KPH yang sudah operasmnal atau »
berdasarkan rencana pengelolaan hutan . Jangka ‘

g panjang KPH setempat, bagi areal’ kerJa HPHD B
IUPHKm, dan IUPHHK-HTR yang berada dalam .
~ -wilayah KPH dan berada pada lintasv,d‘esa; até.u. |
c. kepala dinas provihsi dalam hal HPHD, IUPHKm,
| dan IUPHHK—HTR’ berada di lintas desa dan bélum;'

ada KPH yang operas1onal

Pedoman penyusunan rencana ~sebagaimana dlmaksud .

"pada ayat (5) diatur lebih lanjut ‘dalam Peraturan: s

Direktur Jenderal.

BAB IV
JANGKA WAKTU DAN EVALUASI

Pasal 53

“HPHD, IUPHKm dan IUPHHK-HTR berlaku untuk Jangka' -

waktu 35 (tiga puluh lima) tahun dilakukan evaluasi

'setlap 5 (lima) tahun dan tidak dapat dlwanskan

Hasil evaluasi berkala 5 (lima) tahunan sebaga1 dasar: E

perpanjangan HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR

Dalam hal hasil evaluas1 sebagaumana dlmaksud pada -

ayat (1), pemegang HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK—HTR'_

melakukan  pelanggaran atau tidak‘ memenuhl_v-

kewajibannya dikenakan sanksi administrasi sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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B . Pasal 54 , o
Terhadap kegiatan HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR,

. Kemltraan Kehutanan dan Hutan Adat dllakukan ;

[0

(1)

@)

3

(5)

 Kehutanan dan Hutan Adat dllarang. menanam kelapa - ,

momtormg oleh Pedampmg/ Pokja PPS atau oleh kepala |

 KPH.
()

secara manual atau secara elektronik (online/ d_an'ng);

Hasil monitoring sebagaimana ,difhaksud pada ayat (1)

Pasal 55 »
Pedoman evaluas1 HPHD, IUPHKm IUPHHK-HTR dan

; .Kem‘lvtraan ‘Kehutanan diatur lebih lanjut dengan : 
‘Peraturan Direktur Jenderal. o |
(2)-

tradisional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur

Pedoman bimbingan teknis kearifan lokal/pengetahuan

Jenderal.

‘ " Pasal 56 ,
HPHD, IUPHKm IUPHHK-HTR | ‘dan areal Kemitraan

‘Kehutanan bukan merupakan hak kepemlhkan atas -

kawasan ‘hutan.

HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR ‘se‘baga'imanau

R 'dlmaksud pada ayat (1) dllarang d1p1ndahtangankan,

diubah status dan fungsi kawasan hutan, serta

di_gtina_kan untuk kepentingan vlavln di luar renf:ana;
‘ pengelblaan atau di luar rencana usaha pémanfaatan.

Pelaksanaan ayat (1) dan ayat (2) selain dima_s_ukkan o

dalam keputusan penerbitan hak pengelolaan atau izin
pemanfaatan atau dalam naskah kesepakatan kerja sama
juga dibuatkan pernyataan tertulis diatas materai dari

pemegang hak atau pemegang izin atau. peserta .

kemitraan.

@)

HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR  tidak dapat,'
diagunkan, kecuali tanamannya . '
Pemegang HPHD, IUPHKm, IUPHHK-HTR, Kemitraan

sawit di areal hak atau izinnya.
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Pasal 57

HPHD, IUPHKm, dan IUPHHK-HTR hapus, kare.na:
a. jangka waktu hak atau izin telah berakhir;
'b.  hak-atau izin dicabut oleh pemberi'hak at_vau'peA'mberi

izin sebagai sanksi yang dikenakan kepada
- pemegang hak atau pemegang izin; atau |
c. hak atau izin dlkembahkan oleh pemegang hak atau
i ‘pemegang izin dengan- pernyataan tertulis kepada -
pemberi izin ‘sebelum jangka waktu hak atau izin '
berakhir. | L
Sebelum hak atau izin hapus sebagalmana dimaksud

pada ayat (1) terlebih dahulu dievaluasi oleh pemben hak

'atau izin. :
Hapusnya hak atau izin atas ‘dasar Kketentuan

- sebaga1mana dxmaksud pada ayat (1) t1dak membebaskan ,

pemegang hak atau pemegang izin untuk memenuh1

_seluruh kewajiban yang dltetapkan oleh Pemenntah o

Q)

pemenntah daerah provinsi dan daerah kabupaten / kota.

BAB V
' HAK DAN KEWAJIBAN -

Pasal 58

Pemegang HPHD, IUPHKm, dan ITUPHHK-HTR berhak:

a. niendapat perlindungan dari gangguan 'p'erusakan’
dan. pencemaran hngkungan atau pengamblla.hhan

~ secara sepihak oleh plhak lain;

A b mengelola dan memanfaatkan HPHD, IUPHKm atau -

IUPHHK~HTR sesuai dengan kearifan lokal antara

lain sistem usaha tani terpadu;

c mendapat manfaat dari sumber daya genétik yang

" ada di dalam HPHD, IUPHKm, atau [UPHHK-HTR;
d. mengembangkan ekonomi produktif  berbasis

kehutanan;

e. mendapat pendampmgan dalam - pengelolaan HD .

HKm, dan HTR serta penyelesalan konﬂlk
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mendapat pendampingan  kemitraan | ‘dalar n

pengembangan usahanya;

‘mendapat pendampingan penyusunan rencaria

'.pengelolaan hutan desa, rencana ker_]a usaha, dan

rencana Kerja tahunan; dan

" mendapat perlakuan yang adil atas dasar gender ~

ataupun bentuk lamnya '

Hak pengelola atau pemegang izin dalam kermtraa.n

a.

kehutanan:

melaksanakan keglatan pengelola hutan atau

" kegiatan usaha. pengelolaan hutan atau kegiatan

pemanfaatan hutan sesuai dengan peraturan

" perundang-undangan; dan

mendapat perlindungan dari perusakan hngkungan' N
hidup dan hutan.

Hak mitra dalam keglatan kemitraan kehutanan _

‘a.

mendapat keuntungan yang setimpal dan hasﬂ“

- kegiatan kemltraan ‘kehutanan = sesuai dengan’

naskah kesepakatan kerja sama; dan
mendapat blmblngan teknis dari pengelola hutan'

atau pemegang izin.

Hak dan Kewajlban pengelola hutan adat dlatur dalam'

Peraturan Menteri _Llngkungan Hidup ‘dan Kehutanan

: ‘Nomor P.32/ Menlhk-Setjen/2015 tentang Hutan Hak.

Pasal 59

Pemegang HPHD, IUPHKm dan IUPHHK- HTR wéjib'

a.

menjaga arealnya dari perusakan dan pencemara_n

- lingkungan;

memberi tanda batas areal kerjanya;

c. mehyusun Rencana Pengelolaan Hutan Desa,

Rencana Kerja Usaha, dan Rencana Kerja Tahunan,
serta menyampaikan laporan = pelaksanaannya
kepada pemberi hak atau izin; | '

melakukan penanaman dan pemelihéu‘aan hutén di

 areal Kerjanya;
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' ‘_"mélak'sanakan tata usaha hasil hutan; :
- membayar provisi sﬁmber daya hutan;
“mempertahankan fungsi hutan; dan |
nielaksanakan perlindungan hutan. - )
Pelaksanaan pemenuhan kewajiban Sebagaimana

dlmaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pokja PPS

. atau pihak lain yang tidak mengikat.
)

Dalam hal areal HD, HKm, dan HTR berada pada batas -

luar atau batas fung31 kawasan pemberlan tanda batas

dllaksanakan oleh UPT yang membldangl pemantapan.

kawasan hutan.

Pasal 60 o
Pengelola atau Pemegang Izin dalam Kemitraan
Kehutanan wajib: v ' '
a. melaksanakan pemberdayaan masyarakat setempat |
melalui kemitraan kehutanan;
b. ' membayar penerlmaan negara bukan pa_]ak dan'

kegiatan kemitraan kehutanan; dan

Cc. mehndungl mitranya dari gangguan 'perusakan

lingkungan hidup dan kehutanan.
Mltra dalam kegiatan kemitraan kehutanan wa_ub

a. mentaati naskah kesepakatan kerja sama;

' b. menjaga dan melindungi areal kemitraan | bersama

o mitranya; dan

c membayar penerimaan negara bukan pa_]ak dan"

‘kegiatan kemitraan kehutanan kecuali pengelola
atau pemegang izin rela membayar penerimaan

negara bukan pajak.

BAB VI
FASILITASI

Pasal 61
Pemenntah dan pemermtah daerah memfasﬂlta31
‘Pemegang HPHD, IUPHKm, TUPHHK-HTR, Kem1traan~
Kehutanan dan Pemangku Hutan Adat.
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(2) Fasilitasi sebagalmana dlmaksud pada ayat (2). mehputl
fasilitasi pada tahap usulan permohonan penguatanl

' kelembagaan, B penmgkatan  kapasitas termasuk

' manajemen usaha, pembentukah koperasi, tata batas
areal kerja, penyusunan rencana pengcldlaan' hutan -

) desa, ,rer'icana ke_rja usaha, dan rencana kv(:ljav tahunan,
.ber‘ltuk,—bentuk | kegiatan kemitraan . .k_ehutanan,' |
pembiayaan, ,pasca panen, pengembangan usé.ha d_étn :
akses paéar. ‘ | o |

| (3) Péfnerih‘tah dan pemerintah daer’ah, dalam _mémberikanj

- fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat =~
(2) dapat dibantu oleh Pokja PPS dan penyuluh

k'ehutanén instansi lain yang terkait, lembaga swadaya
masyarakat, dan perguruan t1ngg1

(4) Pemerintah memfa3111tas1 program/keg1atan rehablhta31

~ hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, konservas; )

| keanekaragaman hayati, pembefdayaari A masYarakat -

berbasis konservasi, sertifikasi pengélolaan hutan lestari

dan/atau sertifikasi legalitas kayu.

7 | Pasal 62
| Pedoman fasilitasi, pembentukan dan tata cara ker_]a PokJa‘
PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 d1atur lebih lan_]ut

dengan Peraturan Direktur Jenderal.

BABVIL
'PEMBIAYAAN

~ Pasal 63
'Pemblayaan untuk penyelenggaraan Perhutanan Sosml dapat
bersumber dari: ‘
a; anggaran pendapatan dan belanja negara;l
b, anggaran pendapaté.n dan belanja daerah;
c plnjaman pemblayaan pembangunan hutan;
d

‘dana desa,
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dana rehablllta81 hutan dan lahan dan/atau -

sumber lain yang sah dan tidak menglkat sesuai dengan :

peraturan perundang-undangan

~ BAB VIII | |
~ PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

. | Pasal 64
Direktur Jenderal, Kepala. Badan, dan Kepala Dinas
sesuai dengan kewenangannya melakukan pembmaan

dan pengendahan terhadap pelaksanaan Perhutanan'

- Sosml
@

Pedoman pembmaan dan pengendahan sebagalmana A

' dlmaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Dxrektur

“Jenderal.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka

a.

usulan penetapan areal kerja HD dan HKm yang telah
diajukan bupati/walikota sebelum : dltetapkannya.'

Peraturan ini diproses lebih lanjut penerbitan hak atau

- izin sesuai dengan Peraturan Menteri ini. |

permohonan HD, HKm, dan HTR yang ‘diajuk‘aln; oleh

lembaga  desa, kelompok kmésyarakat‘,- - sebelum

o dltetapkannya Peraturan ini diproses lébih 'lénjut_ '»

E penerbltan hak atau izin sesua1 dengan Peraturan |

Menteri ini.

: ‘usulan penetapan areal kerJa HD dan HKm yang telah:, |

o dlajukan bupat1 /walikota yang sudah diverifikasi atau

- telah terblt Penetapan Areal Keljanya, sebelum

dltetapkannya Peraturan ini, Menten menerbltka_n HPHD
dan IUPHKm. |

permohonan IUPHHK-HTR yang telah - d1ajukan oleh

masyarakat dan telah d1ver1ﬁka31 sebelum dltetapkannya;.
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Peraturan Menteri ini, ‘Menteri menerbitkan TUPHHK-
HTR. , | |

dalam hal masa berlakunya Kepﬁtusan Menteri tentang
Penetapan Areal Ker_]a HD dan HKm telah berakhn',

Menteri menerb1tkan HPHD dan IUPHKm berdasarkan N

hasil evaluasi.

usulan IUPHHK-HD dan IUPHHK-HKm, yang sudah' vk

diajukan oleh pemegang HPHD dan IUPHKm sebelum ) ,‘

| dltetapkannya Peraturan ini d1proses lebih lanjut,sesual |

}vdengan Peraturan Menteri ini. |
HPHD atau IUPHKm di hutan produk31 yang “telah

. - diterbitkan  sebelum Peraturan Menteri ini dapat' B
dlgunakan untuk pemanfaatan hutan sebagalmana

dlatur dalam Pasal 51 dan Pasal 52. '

dalam ‘hal di areal Perhutanan Sosial atau dalam usulani '

_Perhutanan Sosial telah ada tanaman sawit sejak

Peraturan ini diberlakukan, dlperbolehkan selama - 12' -

‘(dua belas) tahun sejak masa tanam dan diantara
tanaman sawit ditanam pohon berkayu pa.lmg sed1k1t 100 ‘

(seratus) pohon per hektar.

i terhadap Kemitraan di hutan rakyat yang telah )

"dilaksanakan tetap - berlaku dan  selanjutnya
' menyesua1kan Peraturan Menteri ini. BRI

‘ ‘terhadap Kemltraan yang telah dilaksanakan oleh KPH
~ tetap berlaku dan selanjutnya menyesuaikan Peraturan

‘Menteri i 1n1

. __keglatan pengelolaan hutan bersama masyarakat yang .

' dllaksanakan di areal Perum Perhutani dilaksanakan

: sesuai dengan Peraturan Menten ini.

"keglatan bina desa ‘hutan yang dllaksanakan oleh’ N

‘pemegang izin usaha hasil hutan kayu pada hutan alam
atau hutan tanaman dilaksanakan ‘sesuai ;devngan‘
‘Peraturan Menteri ini. ‘ |
Kerja sama yang selama ini dllaksanakan antara
pengelola ka'wasan‘ konservasi dengan masyarakatv :

‘setempat disesuaikan dengan Peraturanv Menten ini.
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~ BABX |
KETENTUAN PENUTUP

- Pasal 66

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai bef‘laku:‘

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-

11/2011 _tentahg Tata Cara Permohonan izin' Usaha

‘Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutari ‘Tanaman
Rakyat dalam Hutan Tanaman (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 407) sebagaimana ‘telah
diubah dengan Peraturan Menteri 'Kehutahan Nomor .

P.31/Menhut-11/2013 tentang Pervubahan' atas.Peraturan

Menten Kehutanan Nomor P.55 / Menhut-II /2011 tentang- -

Tata Cara Permohonan Izm Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan ‘
Tanaman (Berita Negara Repubhk Indonesia Tahun 2013
Nomor 826);

. Peraturan Menteri Kehﬁtanah "'Nomor P.88 / Menhut-
I /2014 tentang. Hutan . Kemasyarakatan (Berita Negara_ )

Repubhk Indonesia Tahun 2014 Nomor 1495);

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.89 / Menhut- -

II/2014. tentang Hutan Desa (Berita Negara Repubhk 7
Indones1a Tahun 2014 Nomor 1496),

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 39 / Menhut—:'

II /2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui
Kemitraan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 958),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
: diundar_lgkan. A :
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Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2016
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